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ABSTRAK 

 

Tindak pidana ekonomi yang menimbulkan kerugian yang sangat 

berpengaruh dalam perekonomian masyarakat dan pembangunan ekonomi 

negara, sehingga memaksa para pelaku tindak pidana ekonomi untuk 

mempertanggungjawabkan apa yang telah ditimbulkan dari suatu tindak pidana 

ekonomi. KUHP Indonesia yang masih menganut asas societas delinquere non 

potest dimana dianggap badan hukum atau korporasi tidak memiliki kemampuan 

untuk melakukan tindak pidana. Agar dapat mengetahui bagaimana 

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi dan klasifikasi 

kejahatan dan peanggaran terhadap korporasi dalam tindak pidana ekonomi, 

maka akan dikaji lebih jauh dalam skripsi yang berjudul “Kebijakan 

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi Di 

Indonesia Menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang 

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pindana Ekonomi”. 

 

Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian normatif atau 

penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dengan cara 

mengumpulkan sumber-sumber data yang mengupas tentang 

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana 

khusus lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap 

korporasi. Penelitian ini bersifat deskriptif memberikan gambaran tentang 

permasalahan di atas. 

 

Perkembengan hukum pidana di Indonesia akhirnya menerima korporasi 

sebagai subjek tindak pidana yang diatur dalam ketentuan undang-undang pidana 

diluar KUHP. Salah satunya adalah Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 

1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 

Sehingga menimbulkan pemikiran bahwa korporasi dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh 

atau atas nama suatu korporasi. Tentunya tindak pidana ekonomi yang dilakukan 

oleh seseorang tidak dapat diterima sebagai tindakan korporasi tanpa suatu 

hubungan yang mengikat antara korporasi dan orang yang melakukan tindak 

pidana ekonomi tersebut. Jika pada awalnya setiap pemidanaan dalam perkara 

tindak pidana korporasi selalu diucapkan terhadap pengurus korporasi, kini telah 

terjadi pergeseran bahwa korporasi juga dapat diucapkan pidana secara langsung 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata 

Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Klasifikasi kejahatan 

dan pelanggaran terhadap korporasi ditentukan oleh sikap batin pengurus 

korporasi yang melakukan tindak pidana, suatu kejahatan apabila dilakukan 

dengan sengaja dan suatu pelanggaran apabila dilakukan dengan tidak sengaja. 
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